BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/141/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PEMEGANG USERNAME DAN PASSWORD
APLIKASI ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA (OMSPAN) PADA PELAPORAN DANA
ALOKASI KHUSUS DAN DANA DESA
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaporan
realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan pada
Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang
menggunakan Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu
menunjuk Operator Pemegang Username dan Password
Aplikasi dimaksud dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/
2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 537);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun
2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Operator Pemegang Username dan Password
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OMSPAN) Kabupaten Lamongan
sebagai berikut :
a. Sdr. Fery Hadi Setiawan, S.E., M.M., NIP. 19791113
200312 1 003, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan selaku operator Pelaporan
Dana Alokasi Khusus;
b. Sdr. Amrih Sutrisno, S.H., NIP. 19670712 199003 1
017, Kepala Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan
Penataan Perumahan Permukiman pada Dinas
Pemberdayaan = Masyarakat Desa Kabupaten
Lamongan selaku operator Pelaporan Dana Desa.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan; 1 : .

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan; . Kepgsgggnéa&ﬁ%nya

3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan;
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. Sdr. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara Bojonegoro di Bojonegoro. =
S. Sdr. Operator dimaksud. YOSE I PRIHATONO

19670629 199803 1 004




